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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak tercapainya realisasi penerimaan Pajak
Hiburan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang pada tahun 2020. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan
ketidakefektifan penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan
teori efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers dimana memiliki 3 dimensi yang
masing-masing memiliki indikator berbeda, yaitu dimensi pertama adalah Optimisasi Tujuan
yang memiliki indikator berupa Dasar Hukum dan Sasaran. Dimensi kedua adalah Perspektif
Sistem yang memiliki 3 indikator yaitu Masukan (input) yang terdiri dari Sumber Daya,
Keadaan Lingkungan, dan Anggaran Dana, indikator selanjutnya adalah Pengelolaan
(process), dan Keluaran (output). Dimensi terakhir adalah Tekanan Terhadap Perilaku yang
terdiri dari indikator Proses Komunikasi, Peran Pemimpin, serta Adaptasi. Menggunakan 3
dimensi tersebut ditemukan faktor-faktor penyebab ketidakefektifan penerimaan Pajak
Hiburan Kota Palembang yaitu, kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, keadaan
lingkungan dari luar yang tidak terduga, kurangnya pemanfaatan kemajuan teknologi dalam
proses pelayanan, dan kegiatan sosialisasi yang sedikit. Rekomendasi dari penelitian ini
untuk BPPD Kota Palembang dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan dengan
memperbaiki faktor-faktor penghambat dan mempertahankan faktor-faktor pendukung
keefektifan penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang.

Kata Kunci : BPPD Kota Palembang, Efektivitas Organisasi, Ketidakefektifan, Pajak
hiburan, Penerimaan
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ABSTRACT

The background of this research is the failure to realize the receipt of Entertainment
Tax by the Palembang City Regional Tax Management Agency in 2020. The purpose of this
research is to find out what factors cause the ineffectiveness of Palembang City
Entertainment Tax revenue. This study uses the theory of organizational effectiveness
according to Richard M. Steers which has 3 dimensions, each of which has different
indicators, namely the first dimension is Goal Optimization which has indicators in the form
of Legal Basis and Targets. The second dimension is the System Perspective which has 3
indicators, namely Input which consists of Resources, Environmental Conditions, and Budget
Funds, the next indicator is Management (process), and Output (output). The last dimension
is Pressure on Behavior which consists of indicators of the Communication Process, the Role
of Leaders, and Adaptation. Using these 3 dimensions, it is found that the factors causing the
ineffectiveness of Palembang City Entertainment Tax revenue are, the quality of human
resources is still lacking, unexpected external environmental conditions, lack of utilization of
technological advances in the service process, and few socialization activities.
Recommendations from this study for the Palembang City BPPD can optimize Entertainment
Tax revenue by improving the inhibiting factors and maintaining the supporting factors for
the effectiveness of Palembang City Entertainment Tax revenue.

Keywords : Entertainment Tax, Ineffectiveness, Organizational Effectiveness,
Palembang City BPPD, Revenue
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan didirikannya negara adalah untuk memberikan
kesejahteraan bagi rakyatnya, serta meningkatkan harkat dan martabat rakyat
untuk menjadi manusia seutuhnya. Pada 25 September 2015, para pemimpin
dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs
merupakan rencana aksi global yang akan dijalankan selama 15 tahun pada
rentang tahun 2015 — 2030. SDGs memiliki 17 tujuan dan 165 target dengan
mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan
Berkelanjutan”. SGDs berlaku secara universal untuk seluruh negara, sehingga
seluruh negara termasuk negara maju dan berkembang memiliki kewajiban
untuk mewujudkan SDGs. Ruang lingkup tujuan dalam SDGs memiliki 4 pilar
utama yang melingkupi 17 tujuan yang ada, yaitu: pilar pembangunan sosial,
pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan Pilar Hukum
dan Tata Kelola. Melalui SDGs, seluruh negara berkomitmen untuk
membebaskan umat manusia dari ancaman kelaparan serta menjaga
keberlangsungan planet tempat tinggal kita semua.

Negara Republik Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB) juga turut serta dalam deklarasi SDGs pada tahun 2015. Dasar
hukum pelaksanaan SDGs di Indonesia dituangkan pada Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres 59 Tahun 2017 juga merupakan

1



dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan penyelarasan antara SDGs
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Peraturan ini mengatur
mengenai pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing pihak yang
terlibat dalam rangka pencapaian SDGs di Indonesia. Pemerintah memiliki peran
yang sangat vital untuk mencapai tujuan yang termuat dalam SDGs. Setiap
kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah harus diselaraskan dengan tujuan
yang ingin dicapai pada SDGs. Pemerintah sebagai pengendali kebijakan fiskal
dapat memanfaatkan kewenangannya tersebut dalam mewujudkan SDGs di
Indonesia. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh
pemerintah untuk mencapai SDGs adalah kebijakan perpajakan.

Pajak yang berperan sebagai tulang punggung penerimaan negara menjadi
urusan pemerintah yang pelaksanaannya tidak semua dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat, melainkan juga pemerintahan daerah diberikan kewenangan
untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Menurut UU
Nomor 23 tahun 2014, bab 1 pasal 1 otonomi daerah adalah hak dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk
mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Sebagai administrator penuh, masing-
masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan
mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan
kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi

sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Daerah diharapkan lebih



mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenubhi
kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah
yang sudah lama menjadi salah satu sumber PAD yang utama. Mahangila dan
Anderson (2017) mengemukakan bahwa ‘“Pendapatan pajak daerah
mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi pendapatan
pajak daerah suatu daerah maka dapat dikatakan semakin mandiri pula daerah
tersebut dalam mengelola keuangannya. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi
daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya
meningkatkan sumber pendapatan pajak daerah”.

Kota Palembang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengatur
sendiri urusan pemerintahannya meliputi urusan pengelolaan pajak daerah.
Tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Pajak Daerah, jenis penerimaan dari Pajak daerah sendiri terbagi
menjadi 11, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (Non PLN), Pajak Penerangan Jalan
Sumber Lain (PLN), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan yang
terakhir Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Besar
penerimaan dari beberapa jenis pajak diatur oleh pemerintah dengan menetapkan
target penerimaan yang berbeda dari setiap jenis pajak yang ada sesuai dengan
pertimbangan potensi yang dimiliki.

Terletak di provinsi Sumatra Selatan yang kaya akan sumber daya alam

seperti minyak bumi, gas alam, batu bara serta menjadi ibu kota dari sebuah



provinsi menjadikan Kota Palembang memiliki banyak potensi yang dapat digali
untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah. Kota Palembang sudah telah terkenal
sejak dahulu karena menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya dan juga kota kedua
terbesar di Sumatra setelah Kota Medan, hingga saat ini Kota Palembang juga
menjadi pusat dari kegiatan baik pemerintahan maupun non pemerintahan.
Alasan tersebut juga menjadi salah satu faktor semakin hari potensinya kian
berkembang seiring semakin diperhatikannya komponen pendukung yaitu dari
sektor jasa, pariwisata dan pembangunan. Setiap tahunnya terus terjadi
pembangunan serta perbaikan dalam melengkapi kebutuhan untuk mendukung
potensi yang ada, dimulai dari infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol,
LRT, pembangunan jembatan, pembangunan fasilitas kesehatan, serta tempat
hiburan tidak luput dari perhatian pemerintah.

Kebutuhan hiburan tidak bisa dianggap sepele karena sungguh sangat
dibutuhkan masyarakat sebagai penyeimbang dalam kehidupan. Banyak tempat
serta kegiatan hiburan yang ada di Kota Palembang, seperti mall, tempat
karaoke, bioskop, klub malam, pertunjukkan seni dan konser juga cukup sering
diadakan di Kota Palembang . Beberapa tahun terakhir juga Kota Palembang
dipilih menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan besar yang ada di Indonesia
seperti menjadi tuan rumah acara Asian Games XVIII pada tahun 2018 dan
FORNAS VI pada tahun 2022. Terpilih menjadi tempat terselenggaranya
kegiatan tersebut tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kondisi Kota
Palembang, dimana secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tingkat
Pendapatan Asli Daerah karena menjadikan pajak hiburan sebagai salah satu

sumber penerimaan daerah yang potensial.



Tabel 1. 1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Kota Palembang Tahun 2017-2022

Tahun Target Realisasi Persentase (%0)
2017 21.818.000.000,00 22.228.414.984,30 101,88
2018 24.000.000.000,00 29.632.767.012,00 123,47
2019 81.120.000.000,00 32.903.791.600,00 40,56
2020 48.000.000.000,00 12.186.485.560,00 25,39
2021 30.000.000.000,00 11.202.910.881,00 37,34
2022 28.750.000.000,00 30.200.000.000,00 108, 28

Sumber: Diolah dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang

Tabel diatas menunjukkan target dan realisasi dari penerimaan pajak hiburan di
Kota Palembang periode 2017 hingga 2022 yang mana memiliki tingkat persentase
pencapaian target tidak stabil setiap tahunnya. Persentase paling rendah dari
penerimaan pajak hiburan terjadi pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 25,39% dari
target yang telah ditetapkan. Penurunan realisasi yang cukup drastis menjadi tanda
tanya alasan apa yang mengakibatkan kondisi tersebut terjadi, sedangkan untuk
tahun sebelumnya realisasi selalu melebihi target. Pajak Hiburan yang merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah tentu saja akan
sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pendapatan daerah. Latar belakang
tersebut menjadi alasan penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisis Faktor-
Faktor Ketidakefektifan Penerimaan Pajak Hiburan Di Kota Palembang Tahun

2020”.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Apakah Faktor-Faktor Penyebab
Ketidakefektifan Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang Pada Tahun

2020?.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor-Faktor Penyebab
Ketidakefektifan Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang Pada Tahun

2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk
mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan vyaitu Ilmu
Administrasi Publik, khususnya konsentrasi Keuangan Publik mengenai

kajian tentang pajak daerah yang berkaitan dengan pajak hiburan.

1.4.2 Manfaat Praktis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu bahan
masukan, informasi atau sumbangan pemikiran kepada Badan Pengelolaan
Pajak Daerah Kota Palembang sebagai pihak yang berkepentingan dalam

penyempurnaan dan peningkatan penerimaan pajak hiburan.
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